
WALI KOTA GORGNTALO 

PROVINSI GORONTALO 

P E R A T U R A N WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 1 0 TAHUN 2025 

TENTANG 

RENCANA K E R J A P E M E R I N T A H D A E R A H KOTA GORONTALO 

TAHUN 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YAIMG MAHA E S A 

Menimbang 

Mengingat 

WALI KOTA GORONTALO, 

bahwa u n t u k me laksanakan ketentuan Pasa l 26 ayat {'̂ ) 

Undang-Undang Nomor 25 T a h u n 2004 tentang S is tem 

Perencanaan Pembangunai i Nasional dan Pasa l 264 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentanjg 

Pemer intahan Daerah sebfigaimana telah beberapa ka i i 

d iubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

T a h u n 2022 tentang C ip ta Ker ja , dan Pasa l 104 ayat (2) 

Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 86 T a h u n 2017 

tentang T a t a C a r a Perencanaan, Pengendalian dan E v a l u a s i 

Pembangunan Daerah, T a l u C a r a E v a l u a s i Rancangan 

Peraturan Daerah tentang FJencana Pembangunan J a n g k i i 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan J a n g k a 

Menengah Daerah, Ser ta Ta ta C a r a Perubahian Rencana 

Pembangunan J a n g k a Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah, dan Rencana 

Ker ja Pemerintah Daerah, perlu memhentuk Peraturan Wal i 

Kota Gorontalo tentang Rencana Ker ja Pemerintah Daerah 

Kota Gorontalo T a h u n 2026. 

1. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah T ingkat 11 di Su lawes i 

(Lembaran Negara Ts ihun 1959 Nomor 7^1 T a m b a h a n 

Lembaran Negara Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 2 5 T a h u n 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasioned (Lembaran Negara 

—
 

aan 

WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 10 TAHUN 2025 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO 

Menimbang 

Mengingat 

TAHUN 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 104 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubakan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali 

Kota Gorontalo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kota Gorontalo Tahun 2026. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 741 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 1822): 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 teritang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



- 2 -

Republ ik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 104, Tambahap 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4421) ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, T a m b a h a n 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia I^omor 558' ' ) 

sebagaimana telah beberapa ka l i d iu l jah terakhir 

dengan Undang-Undang, Nomor 1 T a h u n 2022 tentarig 

Hubungan Keuangan imtara Pemerintah Pusat daq 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesda Nomor 6757) ; 

4. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2022 t en ta rg 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusa t dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5767); 

5. Peraturan Pemerintah IMomor 12 T a h u n 2019 tentar g 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

T a h u n 2019 Nomor 42 T a m b a h a n Lemloaran Negara 

Nomor 6322) ; 

6. Peraturan Presiden Nomor 111 T a h u n 2022 tentang 

Pe laksanaan Pencapaian T u j u a n Pembangunan 

Berke lan jutan (Lembag;a Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2022 Nomor 180); 

7. Peraturan Presiden Nomor 53 T a h u n 2023 tentang 

Stamdar Harga Sa tuan Regional (Lembaran Negai-a 

Republ ik Indonesia T a h u n 2023 Nomor 112) 

8. Peraturan Menteri Da l am Negeri Nomor 8() T a h u n 2017 

tentang T a t a ca ra pe;rencanaan, Peng<;ndalian dqn 

E v a l u a s i Pembangunan Daerah, T a t a Ga ra E v a l u a s i 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencar ia 

Pembangunan J a n g k a Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah, Ser ta T a : a 

C a r a Perubahan Rencana Pembangunan J a n g l : a 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan J a n g k a 

Menengah Daerah, dsin Rencana Ker ja Pemerintdh 

» DX 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambah 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dah 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5767), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6322): 

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangun 

Berkelanjutan (Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 180i, 

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahiin 2023 Nomor 112) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Pa 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Renewka 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
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Daerah (Ber i ta Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2017 

Nomor 1312); 

9. Peraturan Menteri D a l a m Negeri Nomor 70 T a h u n 2019 

tentang S is tem Informasi Pemer intahan Eiaerah (Ber i l a 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 1114); 

10. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 90 T a h u n 2019 

tentang Klas i f ikas i , Kodefikasi, dan Nomenklat i i r 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Beri ta Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2019 

Nomor 1447); 

11 . Peraturan Menteri Da l am Negeri Nomor 18 T a h u n 2020 

tentang Pera turan Pe laksanaan Peratura i i Pemerintah 

Nomor 13 T a h u n 2019 Tentang Laporan dan E v a l u a s i 

Penyelenggaraan Pemer intahan Daerah; 

12. Pera turan Menteri Da lam Negeri Nomor 77 T a h u n 2020 

tentang Pedoman Tekn i s Pengelolaan Keujmgan Daerajh 

(Ber i ta Negara RepulDlik Indonesia T a h u n 20210 

Nomor 1781); 

13. Pera turan Menteri Da l am Negeri Nomor 59 T a h u n 2 0 2 1 

tentang Penerapan Standar Pe layanan Minimal (Ber i ta 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2021 Nomor 1419); 

14. Peraturan Daerah Nomor 3 T a h u n 21002 tentarig 

T ranspa rans i Penyelenggaraan Pemer intahan K o i a 

Gorontalo (Lembaran Daerah Kotsi Gorontaio 

T a h u n 2002 Nomor 3, T a m b a h a n Lembaran Daerah 

Kota Gorontalo Nomor 11); 

15. Peraturan Daerah Nomor 4 T a h u n 21002 tentang 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemer intahan Daerah 

Kota Gorontalo (Lemtiaran Daerah Kota Gorontaio 

T a h u n 2002 Nomor 4, T a m b a h a n Lembaran Daerah 

Kota Gorontalo Nomor 12); 

16. Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 21019 tentang 

Rencana T a t a Ruang V/ilayah Gorontalo T a h u n 2019-

2039 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo T a h u n 2019 

Nomor 9, T a m b a h a n Lembaran Daerah Kota Gorontajlo 

Nomor 223) ; 

17. Peraturan Daerah Nomor 3 T a h u n 21024 tentahg 

A
S
 

10. 

IeL.z 

12. 

13. 

14. 

15. 

1g: 

17. 

sa isa 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, | 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419): 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota 

Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Gorontalo Nomor 11), 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Gorontalo Nomor 12), 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Gorontalo Tahun 2019- 

2039 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Nomor 223), 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang 
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Rencana Pembangunan J a n g k a Panjemg Daerajh 

T a h u n 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Goronta 

T a h u n 2024 Nomor 3); 

18. I n s t r u k s i Menteri Da lam Negeri Nomor 2 T a h u n 2025 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan 

J a n g k a menengah Dgierah dan Rencana Strategfs 

Perangkat Daerah T a h u n 2025-2029 . 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO TENTAISIG RENCA^lA 

K E R J A P E M E R I N T A H D A E R A H KOTA GORONTALO 

TAHUN 2026 

B A B 1 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

Da lam Peraturan Wal i Kota in i yang d imaksud d engan : 

1. Daerah Eidalah Kota Gorontalo 

2. Pemer in lah Daerah ada lah Pemerintah Kota Gorontalo. 

3. Dewan F'erwakilan Rakya t Daerah yang se lan jutnya dis ingkat D P R b adalsfh 

Dewan Ferwak i lan Rakya t Daerah Kota Gorontalo. 

4 Wal i Kota ada lah Wal i Kota Gorontalo. 

5 Kepala B a d a n Perencanaan Penelit ian dan Pengembangan i idalah Kepaia 

B a d a n Perencanaan Penelit ian dan Pengembangan Kota Gorontalo. 

6 Perangkat Daerah yang se lan jutnya dis ingkat PD adalah EJadan, Dinals, 

Inspektorat, Bag ian, S a t u a n Polisi Pamong Praja dan Kecamatan 

lingkung;an Pemerintah Kota Gorontalo. 

7. Rencana Pembangunan T a h u n a n Nasional, yang se lan jutnya disebut 

Rencana Ker ja Pemerintah (RKP) ada lah dokumen Perencanaan Nasionjal 

u n t u k pfiriode 1 (satu) t ahun . 

8. Rencana Pembangunan T a h u n a n Daerah yang se lanjutnya disebut 

Rencana Ker ja Pemerintah Daerah yang se lan jutnya disingkat R K P D a d a l ^ 

dokumen perencanaan daerah u n t u k periode 1 (satu) t ahun . 

di 

2 Gu 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2024 Nomor 3), 

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka menengah Daerah dan Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO 

TAHUN 2026 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

L, 

2. 

Daerah adalah Kota Gorontalo 

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo. 

Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo. 

Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. 

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan adalah Kepala 

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Gorontalo. 

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, 

Inspektorat, Bagian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di 

lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. 

Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen Perencanaan Nasional 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
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9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang se lanjutnya dis ingkat dengan 

Rens t ra Perangkat Daerah ada lah dokumen perencanaan Perangkajt 

Daerah u n t u k periode 5 (lima) t ahun . 

10. Rencana Ker ja Perangkat Daerah yang se lanjutnya dis ingkat Renjk 

Perangkat Daerah ada lah dokumen perencsmaan Perangkat E>aerah untujc 

periode 1 (satu) t ahun . 

11 . Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daera l i , se lan jutnya dis ingkat A P B D 

ada lah n m c a n a keuangan t a h u n a n Pemei in tahan Daerah } 'ang d ibahas 

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Dac^rah dan D P R D dan ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

12. Kebi jakan U m u m A P B D yang se lan jutnya dis ingkat KUA adalah dokume^ 

yang memuat kebi jakan bidang pendapatan, belanja dan pemloiayaan sertp 

a s u m s i yiang mendasar inya u n t u k periode 1 (satu) t ahun . 

13 . Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang se lanjutnya dis ingkat PPAfe 

ada lah r8.ncangan program prioritas dan pa tokan batas maks ima l anggaran 

yang dibe^rikan kepada Organisas i Perangka.t Daerah u n t u k se t iap program 

sebagai a.cuan da lam penyusunan Rencana Ker ja dan Anggaran Perangkait 

Daerah (RKA-PD) setelah disepakat i deng;an Dewan Perwaki lan Rakya t 

Daerah. 

B A B 11 

R K P D 

Pasa l 2 

(1) R K P D Kota Gorontalo T a h u n 2026 merupakan penjabaran t ahun 

pertama Rencana Pembangunan Jangkai Menengah Daerah (RPJMD) 

T a h u n 21025-2029, yang d ibahas melalui proses tahapan perencanaap 

sesua i kfjtentuam perundang-undangan. 

(2| R K P D Kota Gorontalo T a h u n 2026 sebagaimana dimaiksud pada ayat {'..) 

d i s u s u n berdasarkan s is temat ika sebagaii ber ikut : 

a . Pendahuluan ; 

b. Gambaran U m u m Kondis i Daerah ; 

c. Kenmgka Ekonomi Daerah D a n Keuangan Daerah; 

d. S a s a r a n D a n Prior i tas Pembangunan Daerah; 

e. Rencana Ker ja D a n Pendanaan Daerah; 

f. Kincjija Penyelenggaraan Pemer intahan Daerah; dan 

T
s
 

10. 

kl 

12. 

(li 

(21 
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Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renj 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. | 

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 

yang mernuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta 

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran 

yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program 

sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat 

Daerah (RKA-PD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Raat 

Daerah. 

BAB II 

RKPD 

Pasal 2 

RKPD Kota Gorontalo Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun 

pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab 

Tahun 2025-2029, yang dibahas melalui proses tahapan perencana 

sesuai ketentuan perundang-undangan. 

RKPD Kota Gorontalo Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut : 

a. Pendahuluan: 

b. Gambaran Umum Kondisi Daerah: 

c. Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah: 

d. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah, 

e. Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah, 

f. ' Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: dan
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g. Penutup. 

(3.) Muatan/mater i R K P D sebagaimana d imaksud pada ayat (2) sebagaimana 

tercantum da lam lampi ran yang merupakan bagian yang t idak te rp isahk4n 

dar i Peraturan Wal i Kota in i . 

Pasa l 3 

(1) R K P D sebagaimana d imaksud da lam pasa l 2 merupakan : 

a . a c u a n penyusunan Renja Perangkat Daerah yang mel iputi program, 

kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dan/a tau l intas 

Perangkat Daerah ; 

b. l andasan penyusunan KUA dan PPAS u n t u k menyusun R a n c a n g ^ 

A P B D T a h u n 2026. 

(2) Da lam l i a l terjadi penambahan sub kegiatan baru pada K U A dan PPAS 

yang t idak terdapat daleim R K P D , perlu d i s u s u n berita a ca ra kesepakahm 

Wal i Kota dengan Ke tua DPRD. 

(3) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

dapat d i l akukan apabi la terdapat kebi jakan nas iona l gitau provin^i, 

keadaan darurat , keadaan luar b iasa, dan/a tau per intah dar i peraturan 

perund£.ng-undangan yang lebih tinggi sehdah R K P D ditetapk;an. 

(4) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana d imaksud pada ayat (2) dkn 

ayat (3) a k a n d i sesua ikan dan di tampung da lam R K P D P(?rubahan d^n 

Renja P<5rubahan PD masing-masing. 

Pasa l 4 

{.[) Perangkat Daerah membuat laporan kin<?rja t r iwu lan dan t ahunan atas 

pe laksanaan rencana ker ja dan anggaran yang beris i u ra i an tentang 

ke luara ] ! kegiatan dan indikator k iner ja dE i r i masing-masing target s a sa ran 

yang telah ditetapkan da lam Rencana Ker ja Pemerintah Daerah (RKPD) 

T a h u n 2026 dan/atau A P B D T a h u n Anggaran 2026. 

(2) Laporar. sebagaimana d imaksud pada ayat (1), d i sampaikan l<epada Kep£|la 

B a d a n Perencanaan Penelitian dan Penigembangan dan Kepala Bagi i in 

Adminisitrasi Pembangunan paling lambat 14 (empat belas) ha r i s e t e l ^ 

berakh i rnya t r iwu lan yang bersangkutan. 

(3) Laporari K iner ja menjadi m a s u k a n dan bahan pert imbangan bagi ana l i sa 

dan eva luas i u s u l a n anggaran t a h u n laerikutnya yang dia jukan olph 

Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

(1) 

. 2) 

(3) 

(«) 

(3) 

g. Penutup. 

Muatan, materi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 3 

RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan : 

a. acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi program, 

kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas 

Perangkat Daerah, 

b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan 

APBD Tahun 2026. 

Dalam hal terjadi penambahan sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS 

yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan 

Wali Kota dengan Ketua DPRD. 

Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat dilakukan apabila terdapat kebijakan nasional atau provinsi, 

keadaari darurat, keadaan luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan. 

Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3) akan disesuaikan dan ditampurg dalam RKPD Perubahan dan 

Renja Perubahan PD masing-masing. 

Pasal 4 

Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas 

pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang 

keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-masing target sasaran 

yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Tahun 2026 dan/atau APBD Tahun Anggaran 2026. 

Laporar: sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala 

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dan Kepala Bagian 

Administrasi Pembangunan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah 

berakhirnya triwulan yang bersangkutan. 

Laporari Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisa 

dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh 

Perangkat Daerah yang bersangkutan.
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Pasa l 5 

(1) Perubahan R K P D sebagaimana dimsiksud da lam Pasa l 3 dapat dilakukgin 

apabi la berdasarkan has i l eva luas i pe laksanaannya da lam fcihun berjalEi i 

m e n u n j u k k a n adanya ket idaksesua ian dengan perkembangan k e a d a a i , 

meliputi : 

a . perkembangan yang tidak sesua i dengan a s u m s i prior i tas 

pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan k e u a n g ^ 

daerah, r encana program dan kegiatan R K P D berkenaan; dan/atau 

b. keadaan yang menyebabkan saldo i inggaran lebih t a h u n a n g g a r ^ 

sebelumnya h a r u s d igunakan u n t u k t a h u n berjalan. 

c. keadaan darurat dan keadaan lua r b iasa sebagaimana d i t e t a p k ^ 

da lam peraturan perundang-undangan. 

(2) Perubahian R K P D sebagaimana d imaksud pada ayat (1) menjadi p e d o m ^ 

Perubahian Renja Perangkat Daerah 

B A B 111 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 6 

Peraturan Wal i Kota in i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerint£ihkan pengundangan P e r a t u r ^ 

V/ali Kota ini dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kota Gorontalo. 

Di tetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 31 J u l i 20^5 

/ O ^ ' A L l KOTA GORONTALO,t-

ADHAN D A M B E A 

D iundangkan di Gorontalo 

piada tanggal 31 ^ l i 2025 

S I E K R E T A R I S DAEI^AH ^OTA GORONTALO, 

ISMAl 

B E R I T A D A E R A H KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR...1 0 

(1) 

(2) 

au 

Pasal 5 

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dabat dilakukan 

apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, 

meliputi : 

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asurnsi prioritas 
| 

pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan 

daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan/atau 

keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. 

keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman 

Perubakian Renja Perangkat Daerah 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 31 Juli 2025 

(NWALI KOTA GORONTALO f 

aU 

pb PN 
ADHAN DAMBEA 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tangga. 34 li 2025 

SEKRETARIS DAE OTA GORONTALO, 

| 
ISMAIFK MADJID 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR..10


